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KATA PENGANTAR 

Gagasan Pembuatan Buku dan Situasi Pendorongnya 

Lebih dati satu tahun yang lalu, tepatnya Juni 2011, gagasan 
pembuatan buku im dicanangkan. Gagasan tersebut ditumbuh­
kan terutarna dan alrumuIasi adanya persoa1an-perosalan pengelo­

laan sumbetdaya alam, khususnya hutan. Setelah memahami perso­
alan-persoalan itu bukan langsung menyampaikan pendapat kepada 
pembuat kebijakan atau kegiatan semacamnya-yang biasanya telah 
dilakukan, melainkan didahului dengan mempertanyakan kepada diri 
sendiri, apakah ada kesalahan ilmu pengetahuan ataU kesalahan meng­
gunakan ilmu pengetahuan itu dalam praktek-praktek kehuranan ? 

Pertanyaan seperti itu didorong oleh suatu kenyataan bahwa 
perubahan-perubahan yang terlihat, termasuk perubahan Undang­
undang Kehutanan, tidak mengubah secara signifikan tataran praktis 
seperti yang dikehandaki. Dengan bahasa lain, adanya perubahan 
struktur tetnyata tidak disertai perubahan perilaku, sehingga JrineIjanya 
tidak signifikan menjadi lebih baik. Format petnikiran dalam konsep 
ke1embagaan S-B-P yaitu struktur (Structure) mempengaruhi perilaku 
(Behavior) dan perilaku mempengaruhi kinerja (petfOrmance) tidak ber­
jalan. Untuk menjawab mengapa demikian, tentu tidak mudah, ataw 
setidak-tidaknya memetlukan konfirmasi banyak ternan. ltulah gaga­
san pembuatan buku ini. 
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Pemikiran yang Mempengaruhi 

Menyampaikan gagasan penyusunan buku ini kepada teman dan 
sahabat caJon penulis pada mulanya penuh keraguan. Apakah benar 
ternan-ternan tertarik untuk bersama-sama menulis buku atau tulisan 
yang sudah dimikilinya rela diberikan menjadi bagian dari buku ini. 
Hal itu disebabkan terutama buku ini bukan untuk menjawab pertanyaan 
praktis masalah-masalah kehutanan, melainkan menjawab pertanyaan 
umum yang terkesan sebagai pertanyaan akademis: Apakah mungkin 
dengan cara penggunaan ilmu dan praktek kehutanan saat im, ke­
berJangsungan kehutanan itu akan terwujud? Cara penggunaan ilmu 
pengetahuan dianggap menjadi titik kritis, karena perubahan tindakan 
secara mendasar hampir mustahil dapat dilakukan tanpa perubahan 
cara berfikir. 

Mungkin apabila tidak disertai suatu tinjauan yang berbeda, 
pertanyaan seperti itu tidak akan ada. Hal ini disebabkan oleh suatu 
anggapan umum bahwa peran dan penggunaan ilmu pengetahuan itu 
sudah demikian adanya, sudahgiven. Sehingga ketidak-sesuaian kinerja 
kehutanan dengan harapan dianggap sebagai masalah praktek kehu­
tanan dan bukan masalah penggunaan ilmu pengetahuan. 

Bukan baru saat ini, namun sudah sekitar 20 tahun yang lalu, pe­
mikiran-pemikiran sosial dan lingkungan bidup sudah mewamai arah 
kebijakan kehutanan, namun pernikiran-pemikiran itu berpengaruh 
baru sebatas menjadi tambahan kegiatan-kegiatan dan belum menuju 
rekonstruksi pembaharuan kerangka pikir yang diharapkan. Dengan 
mengamati perkembangan di wilayah-wilayah pinggiran penggunaan 
ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu non-mainstream khususnya bagi pendidi­
kan dan penelitian kehutanan, seperti kelembagaan, politik, anthro­
poligi, sosiologi, hukum transformatif, termasuk teon-teori sosial kritis 
serra bidang-bidang "campuran" seperti ekonomi politik dan ekologi 
politik, pada kalangan yang masih terbatas, telah membuka perdebatan 
baru ten tang kecukupan penggunaan ilmu-ilmu yang berbasis ke-alam-an 
yang digunakan dunia kehutanan saat im, untuk mampu memecahkan 
persoalan riil pembangunan. 

lsi Buku 

Tiga bagian yang dipaparkan di dalam buku, belum dapat dika­
takan sebagai mencukupi isi buku im sesuai tujuannya. Sifatnya masih 
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eksploratif dan indikatif, setidaknya mengukur apakah kerangka pe­
mikiran dan tinjauan atas masalah-masalah yang diuraikan dalam buku 
ini cukup kuat untuk menjadi jawaban atas persoalan penggunaan ilmu 
pengetahuan dan praktek kehutanan Indonesia, 

Bagian pertama dengan penulis Myrna A Saftri, Hardjanto, Su­
darsono Sodomo, Sanafri Awang dan Azis Khan mengeksplorasi ber­
bagai fakta dan memberikan ide-ide tentang artikulasi u1ang mengenai 
pemaknaan terhadap hutan, hukum dan masyarakat berdasarkan pen­
dekatan tamsdisiplin dalam studi sosio-Iegal; masalah-masalah men­
dasar penggunaan ilmu kehutanan dan revolusinya; kritik terhadap 
scientificforestry' yang dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pelepasan 
kawasan. hutan tanaman, tata niaga kayu. sistem verifikasi legalitas 
kayu. ekspor kayu dan industri pulp; keadilan dan pendidikan kehu­
tanan dengan kerangka ilmu kehutanan dan ekonomi politik neoliber­
alisme serta rekonstruksi ilmu kehutanan; telaah pemikiran mendasar 
atau diskursus dan hegemoni kekuasaan yang dibangkitkan dari dis­
kursus itu, yang berpengaruh terhadap bentuk-bentuk kebijakan yang 
dilahirkan, 

Meskipundapat dibuktikan bahwa penggunaan ilmu pengetahuan 
kehutanan saat ini sangat lemah untuk dapat memecahkan masalah ke­
hutanan. dalam bagian ini diuraikan mengapa kritlk penggunaan ilmu 
pengetahuan yang mendasari betbagai definisi dan pengaturan kehu­
tanan itu lemah, Penyebab yang terungkap, misalnya bahwa ilmu itu 
dianggap netraL Sementara itu bagi pengguna i1mu pengetahuan dan 
dapat memperrahankan dominasi ekonomi maupun politik berdasar­
kan praktek ilmu pengetahuan itu cenderung akan mempertahankan­
nya, Dalam banyak hal lain, ilmu pengetahuan itu dianggap identik 
dengan lembaga pendidikan tinggi dimana para profesional dllahirkan, 
dan oleh karenanya mereka enggan mengkritisi "rumahnya" sendiri, 
Alasan lainnya, dengan penguasaan ilmu pengetahuan secara spesifik 
dan tetbatas, cenderung akan menutup diri terhadap pengetahuan lain­
nya, dan akibatuya pengetahuan sendiri dianggap lebih benar dan eng­
gan untuk mengkritisinya, 

Scientific forestry merupakan paradigm. ilmu, kebijakan dan ind.\lstri kehutanan 
yang berkembang pada abad ke,19, dengan muasal yang marak di Jerman, Se­
cara ringkas paradigma ini ingin memisahkan hutan dari kehidupan masyarakat 
setempat, dari ekonomi pedesaan dan menjadikan kekayaan hutan sebagai alat 
memenuhi kebutuhan industrial yang disokong dan digerakkan negara (Lang dan 
Pye, 2001 :26) 
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Bagian kedua dari buku ini mengekspiorasi peran ilmu institusil 
kelembagaan dan i1mu politik dalam mengupas proses pembuatan ke­
bijakan, meletakkan masalah institusi dan tata kepemerintahan sebagai 
pusat perhatian yang memungkinkan terwujudnya pengelolaan hutan 
lestari, menelaah konsep institusi berdasarkan leori permainan (game 
theory), menelaah ekologi politik dalam pengelolaan hutan berbasis ko­
munitas, serta penerapan ilmu insitusi dan ilmu poIitik dalam menel­
aah pembuatan dan peJaksanaan kebijakan desentralisasi kehutanan. 

Bagian kedua yang ditulis oleh Hariadi Kartodihardjo, Bramasto 
Nugroho, Sudarsono Soedorno, Soeyo Adiwibowo, Mohamad Shohibuddin 
dan Sulistya Ekawati ini memaparkan bagaimana perluasan ilmu kehu­
tanan dikembangkan dengan mengadopsi beroagai konsep/teori yang 
selama ini cenderung tidak digunakan, serta implikasi perluasan ilmu ke­
hutanan ilu bagi, baik pembuatan rnaupun implementasi kebijakan. 

Secara operasional, dengan memperluas ilmu kehutanan-dalam 
hal ini ilmu kelembagaan dan ekologi politik, dengan metoda-me­
todanya seperti aksi bersama, permainan, diskursus, jaringan, dan lain­
lain-sebagai cara pandang baru untuk menelaah masalah-masalah 
kehutanan dan kepemerintahan, akan diperoleh pembaruan cara kerja, 
karena perbedaan masalah yang dihadapL Klaim yang diajukan disini 
bahwa dengan memperluas ilmu kehutanan, masalah kehutanan da­
pat didefinisikan lebih tepat, sedangkan sebelum itu, bisa jadi salah 
dalam mendefinisikan masalah. Maka mudah diduga, kebijakan yang 
diterapkan untuk masalah yang salah tidak akan punya makna dalam 
memperbaiki keadaan. 

Bukan hanya itu, perluasan ilmu pengetahuan tersebut juga da­
pat mewujudkan kesadaran betapa penjajahan fisik yang sudah lewat 
masanya itu, kini digantikan oleh penjajahan kerangka berfikir melalui 
ilmu pengetahuan, yangmana media (so sial), kebijakan internasional, 
buku-buku populer dan lain-lain sebagai alat komunikasinya. TImu 
pengetahuan itu adalah sumber sekaligus kekuasaan itu sendiri yang 
daiam prakteknya membentuk kelompok-kelompok pendukungnya 
(epistemic community). Maka dibalik kebijakan publik (internasional, 
nasional) yang didukung ilmu pengetahuan dapat terkandung hegemoni 
kekuasaan atas kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya. Dis­
amping itu, perluasan penggunaan ilmu kehutanan sekaligus dapat 
menggeser padangan terhadap fakta kehutanan yang selama ini cend­
erung hanya dianggap sebagai fakta hukum dan administrasi. 
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Bagian ketiga buku ini ditulis oleh SofYan Warsito, Ervizal AM. 
Zuhud, Mustofa Agung Sarjono, Didik Suharjito dan Hendrayantu. 
Pada bagian ini kita diminta untuk menggunakan segenap pengeta­
huan untuk mencermati sumberdaya hutan, yang mempunyai karakter­
istik tertentu, baik apabila dipandang sebagai modal ekonomi, modal 
sosial maupun modal ekologi. Tanpa harus memperhatikan kelemahan 
kebijakan kehutanan akibat terbatasnya pengetahuan yang digunakan 
untuk mendefinisikan dan menetapkan kebijakan kehutanan, ketidak­
cerrnatan dalam menafsirkan, misalnya cara menentukan kriteria kele­
starian hutan-apakah berdasarkan kelestarian produksi atau tegakan, 
ak:an melahirkan kebijakan-kebijakan keliru. Kesalahan dalam menen­
tukan batasan produksi (AAC) misalnya, telah menjadi bagian dari 
tragedi kerusakan hutan alam produksi selama ini, dan hal demikian 
itu disebabkan oleh kesalahan memaknai pelajaran dasar ilmu kehu­
tanan tentang penetapan produksi lestari. Kekeliruan yang sifatnya pal­
ing elementer seperti itu tentunya mudah didugajikalau mudah menu­
lar pada persoalan-persoalan yang lebih pelik, misalnya mengkaitkan 
karakteristik hutan, yaitu adanya stimulus-stimulus alami dari berba­
gai sifat biologi flora dan fauna, yang perlu difahami dan diperhatikan 
dalam pengelolaannya. 

Sifat mengutamakan hutan secara bio-fisik itu juga melahirkan 
persoalan-persoalan sosial yang dalam hal ini dibuktikan oleh adanya 
hambatan perkembangan perhutanan sosial maupun pemberdayaan 
masyarakat hingga saat ini. Kembali, akan mudah diduga apabila per­
soalannya dibalik, bukan masuk kepada relung-relung karakteristik hu­
tan secara detail, tetapi hutan harus dilihat sebagai bagian dari DAS 
atau ekoregion yang lebih luas, maka pada posisi ini juga belum ter­
fikirkan jenis ilmu pengetahuan apa yang perlu digunakan untuk me­
nafsirkan hutan sebagai bagian dari bentang alam itu. 

Terhadap isi buku yang tertuang dalam tiga bagian di atas, pada 
ujungnya dilakukan pemikiran reflektif untuk memosisikan i1mu peng­
etahuan dan praktek kehutanan saat ini dan di masa depan. Bagian 
akhir yang ditulis oleh Dudung Darusman dan Hariadi Kartodihardjo 
ini memberikan perhatian yang ditujukan pada ilmu pengetahuan dan 
keunggulan bangsa, peran dan tugas i1rnuwan, doktrin yang ditimbul­
kan ilmu pengetahuan (scientificforestry), kekuasaan yang mernbonceng 
ilmu pengetahuan itu, dampak burnk bagi praktek kehutanan, perlu­
asan ilmu pengetahuan itu sendiri untuk dapat memandang persoalan 
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menjadi lebih sesuai dengan kenyataan yang dihadapi, maupun meng­
gali tipe-tipe ilmuwan seperti apa yang sesuai dengan kondisi yang di­
hadapi. 

Dengan demikian, buku berjudul "Kembali ke Jalan Lurus: .... " 
ini sama-sekali tidak memaknai arti "lurus" secara fisik, melainkan 
suatu abstraksi agar dapat menghindari jalan bediku yang berkepan­
jangan untuk mengatasi persoalan-persoalan kehutanan. Modal utama 
untuk dapat mencapai jalan lurus itu bukan melalui materi atau kekua­
saan, melainkan pembaruan kerangka berfikir melalui peduasan ilmu 
pengetahuan kehutanan yang digunakan selama ini. 

Ucapan Terimakasih 

Kepada ke-lima belas penulis sebagai teman, sahabat, dan guru 
saya, diucapkan terimakasih atas sumbangan pemikiran di dalam buku 
ini, serta secara khusus juga disampaikan kepada pembahas: Bapak­
bapak Herman Haeruman, Nana Suparna, dan Mubariq Ahmad. Ke­
pada Panitia Hari Pulang Kampus Alumni Fakultas Kehutanan ke 
XV-20l2, Institut Pertanian Bogor serta Episterna Institute diucapkan 
terimakasih atas disediakannya ruang, waktu dan sumberdaya untuk 
membahas maupun menerbitkan buku ini. 
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Editor dan Penulis, 
Hariadi Kartodihardjo 
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Ekoregion, Bioregion dan Daerah Aliran Sungai 
Dalam Pembangunan Berkelanjutan 

Hendrayanto 

Happiness is not something you 
postpone for the fature; it is something 
you design for the present. 
Jim Rohn 

Pendahuluan 

S 
umberdaya alam yang terdiri dari berbagai benda mati dan mahluk 
hidup yang keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling 
berintekasi yang membentuk apa yang dikenal sebagai ekosistem. 

Sumberdaya alam sebagai suatu ekosistem dapat dipandang sebagai 
sebuah kapital alam (natural capital) yang dapat menghasilkan barang 
produksi (comodity), yang dimaknai bahwa ketika sumberdaya alam 
berupa komoditi dimanfaatkan maka akan berdampak pada sumber­
daya alam sebagai kapital. Dampak yang ditimbulkan sangat tergantung 
pada jenis komoditi yang dimanfaatkan dan skala pemanfaatannya. 
Sumberdaya alam sebagai sebuah kapital memiliki batas pemanfaatan 
atau daya dukung tertentu untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan 
dalam batas pengetahuan dan teknologi yang dikuasai manusia. 

Batas (border) sebuah ekosistem sumberdaya sering atau bahkan 
pada umumnya tidak bersesuaian dengan batas kewenangan (jurisdic­
tion boundary) pengelolaan sumberdaya alam tersebut, sehingga sering 
menimbulkan pertimbangan parsial dalam perencanaan dan pelaksanaan 
pemanfaatan komoditas sumberdaya alam, tidak secara utuh memper­
timbangkan keseluruhan ekosistem sumberdaya alam, namun paling luas 
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sebatas pada ekosistem sumberdaya alam yang berada da1am batas ke­
wenangan pengelolaannya. Berdasarkan pada situasi batas ekosistem yang 
umumnya melintas batas kewenangan pengelolaan ekosistem sumberdaya, 
muncul perhatian serius terhadap pentingnya "Pengelolaan Sumberdaya 
Alam Lintas Batas Kewenangan" (managing transboundary resources). 

Air merupakan sumberdaya alam yang sangat penting bagi ke­
hidupan. Seluruh benda hidup selalu mengandung air, sehingga ke­
hidupan tidak akan ada tanpa air. Sangat pentingnya air bagi kehidu­
pan, khususnya kehidupan manusia menjadikan air sangat sensitif, 
yang mendorong manusia berupaya melakukan pengelolaan sumber­
daya secara lebih baik. Sehingga isu air, menjadi awal dorongan ter­
bangunnya pengelolaan sumberdaya air lintas kewenangan, dimana 
DAS (watershed, riverbasin) sebagai unit hidrologi menjadi "alat" dalam 
membangun kelembagaan pengelolaan lintas batas kewenangan. 

DAS yang dimaknai sama dengan istilah watershed dan river basin, 
merupakan unit hidrologi permukaan dan bawah permukaan (surface 
and sub surface hydrology) yang dibatasi oleh batas fisik wilayah, yaitu 
topography pemisah aliran, sehingga banyak kasus batas DAS memo­
tong atau memisahkan batas kesatuan ekosistem lainnya, seperti sistem 
air air tanah, ekosistem hutan sebagai satu kesatuan tempat hidup flora 
dan fauna. Pesatnya pembangunan yang menyebabkan terganggunya 
keanekaragaman hayati yangjuga diyakini memiliki arti sangat penting 
bagi kehidupan manusia, diduga merupakan faktor yang mendorong 
munculnya bioregianalism. Apabila memperhatikan makna dari yang 
dimaksudkan oleh bio-regionalism (Taylor, 2000), batasan DAS tidak 
selalu cukup untuk memperhatikan, mengkaji hubungan antara lokasi 
di-mana kita berada dengan lahan, tanaman, binatang, sungai, danau, 
laut, udara, famili, teman, dan tetangga, serta sistem produksi dan per­
dagangan. Nampaknya hal tersebut yang kemudian menghasilkan kon­
sep Bioregion, dan juga Ekoregion dalam pengelolaan sumberdaya alam. 

DAS, Bioregion, Ekoregion sebagai unit pengelolaan sumberdaya 
alam di Indonesia telah menjadi isu penting yang juga penting untuk 
disikapi, mengingat masih banyak pihak yang masih belum memahami 
betul arti penting sesungguhnya penggunaan DAS, Ekoregion maupun 
Bioregion dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dapat mendukung 
keberhasilan pembangunan nasional berkelanjutan. 
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Tulisan ini menyajikan pengertian Bioregion, Ekoregion, clan DAS, 
serta pengalaman beberapa negara dalam menggunakan DAS sebagai unit 
pengelolaan sumberdaya alam, yang diharapkan dapat menjadi masukan 
bagi pemaknaan yang lebih tepat dari arti sesungguhnya penggunaan Biore­
gion, Ekoregion, clan DAS dalam pembangunan sumberdaya alam berkelan­
jutan. Pengetahuan itu dipergunakan untuk menilai bagaimana persoalan 
pengelolaan sumberdaya alam saat ini clan secara khusus memberikan in­
put bagi pengelolaan SDA yang berbasis ekosistem. 

Ekoregion, Bioregion dan DAS 

Ekoregion, bioregion, dan DAS pada dasarnya merupakan eko­
sitem dalam pengertian ekosistem sebagai "sistem alam yang terdiri 
dari komunitas mahluk hidup dan benda mati tempat hidup komuni­
tas, yang satu dengan lainnya saling berinteraksi secara terns menerus, 
di dalamnya terjadi rantai makanan (food chains), siklus unsur hara, 
siklus, aliran air, energi. Ekoregion dan Bioregion memiliki pengertian yang 
berbeda, namun dalam banyak tulisan pengertiannya sering dipertukar­
kan. Ekoregion, Bioregion dan DAS merupakan bentuk klasifikasi lahan 
yang berdasarkan pada sifat ekosistem. Secara konsep terdapat perbe­
daan antara ketiganya. Menurut Bailey (2002). Ekoregion merupakan 
ekosistem regional terbesar yang diklasifikasikan berdasarkan pada 
dua perilaku mahluk hidup (biotik) dan sifat non-mahluk hidup (abio­
tik), sedangkan bioregion yang identik dengan pengertian physio-graphic 
regions, biotic areas, biotic provinces lebih menekankan pada faktor biotik. 

Berdasarkan pad.a biogeography, IUCN membagi ekosistem du­
nia menjadi 8 "realm" sbagai taxa tertinggi, dan merupakan gabungan 
beberapa bioma, 14 bioma, dan 193 bio-geographic provinces (Udvardy, 
1975). Wlayah Indonesia termasuk kedalam Realm Indomalayan, dan 
Oceanian, Bioma Tropical Humid/Evergreen Forest, dan 5 biogeographic 
province. Unit biogeographic province umumnya adalah pulau besar, seperti 
Jawa, Borneo dan lainnya. Wikramanayake dkk (2002) menempatkan 
Ekoregion sebagai bagian dari Bioma, dan Bioma merupakan bagian dari 
Bioregion. Wilayah Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) Bioregion, 
yaitu "Sunda Shelf dan Philippines" (Sumatera, Jawa, Bali dan Kaliman­
tan), Walacea (NTB, NTT, Sulawesi, dan maluku, dan "New Guinea 
dan Melanesia" (Papua). Namun dalam hal Bioma, klasifikasi bioma 
melintas batas Bioregion, sehingga Bioma tidak sesuai sebagai hierarki 
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dari Bioregion. Berdasarkan klasifikasi Wikramanayake dkk (2002), 
wilayah Indonesia diklasifikasikan menjadi paling tidak 35 Ekoregion. 

WWF memaknai Ekoregion sebagai "a large unit of land or water con­
taining a geographically distinct assemblage of sped.es, natural communities, and en­
vironmental conditions". WWF pada dasarnya mengadopsi Biographic Realm 
yang dikemukakan Pielou (1979) dan Udvardy (1975) dan memodifikasi 
sistem Bioama yang dikembangkan Dinerstein et al. (1995) dan Ricketts 
et al. (1999) (Olson dkk 2001). Olson dkk (2001) selanjutnya menjelaskan, 
bahwa dalam pembuatan Peta Ekoregion Dunia, juga memperhatikan Peta 
Global Floristic atau Z.00-geographic Provinces (seperti Rubel 1930, Gleason 
dan Cronquist 1964, Good 1964), Peta Global dan Regional Distribusi Ke­
lompok Tanaman dan Binatang (seperti Hagmeier 1966), Peta-peta Biotic 
province Dunia (Dasmann 1973, 1974 ,Udvardy 1975), dan Peta Global 
Type Vegetasi (seperti UNESCO 1969, de Laubenfels 1975, Schmidthiisen 
1976). Peta-peta tersebut digunakan untuk mengevaluasi Realm dan Bioma, 
sebagai dua tingkat yang pertama dalam hirarki klasifikasi. Batas-batas 
Ekoregion kemudian dibuat dengan mempertimbangkan Sistem Kalsisfikasi 
Regional. Klasifikasi WWF menghasilkan 8 (delapan) Realm, 14 Bioma, 
dan 867 Ekoregion dunia (Olson dkk 2001). 

Dari uraian pemaknaan Ekoregion dan implementasi dalam ben­
tuk pembuatan peta, WWF (Olson dkk 2001) maupun Wikramanayake 
dkk (2002) mendasarkan pada konsep Bio-region (Udvardy 1975). Dae­
rah Aliran Sungai (DAS) sebagai terjemahan dari watershed, dan dalam 
banyak kasus juga identik dengan wilayah sungai (river basin), didefinisi­
kan sebagai bentang lahan yang dibatasi oleh topografi pemisah aliran 
(topo-graphic divide), yaitu punggung-punggung bukit/ gunung yang 
menangkap curah hujan kemudian menyimpan dan mengalirkannya 
melalui saluran-saluran pengaliran ke satu titik patusan (outlet) berupa 
muara sungai di laut, kadang-kadang di danau. 

DAS dalam pengertian tersebut terdiri dari beberapa Sub DAS. 
Hubungan antara Sub DAS dengan Sub DAS lainnya dalam suatu DAS 
adalah melalui sungai yang menghubungkan titik-titik patusan dari Sub 
DAS yang menjadi sungai utama yang bermuara di laut. Sub DAS dengan 
Sub DAS lainnya di dalam suatu DAS, dan bahkan DAS satu dengan DAS 
lainnya yang berdampingan dimungkinkan saling berhubungan melalui sis­
tem air tanah (ground water system). Batas sistem air permukaan yang menja­
di dasar dalam penentuan batas DAS umumnya tidak bersesuaian dengan 
batas sistem air tanah. Batas sistem air tanah tidak berdasarkan pada mor­
fologi permukaan lahan, namun ditentukan oleh jenis dan struktur batuan 
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yang menyusun tanah-lahan. Walaupunjenis clan struktur batuan yang ber­
interaksi dengan iklim mempengaruhi morofologi lahan. 

DAS memiliki ukuran yang sangat bervariasi, dari mulai san­
gat kecil (beberapa hektar), sampai ukuran sangat luas (beberapa pu­
luh ribu km2), demikian juga sangat bervariasi dalam hal karakteristik 
iklim, hidrogeologi, geomorfologi, tanah, vegetasi, dan sosio-budaya­
ekonomi, sehingga perilaku respon hidrologi DAS berbeda-beda. Uku­
ran DAS yang sangat bervariasi, dimungkin terjadinya kesamaan batas 
ekologi, antara DAS dengan bioregion atau ekoregion, namun nampa­
knya akan lebih banyak yang tidak bersesuaian, sama halnya dengan 
batas kewenangan pengelolaan sumberdaya alam. 

Ekoregion, dan Bioregion lebih didorong oleh isu-isu konservasi 
keanekaragaman hayati, sedangkan DAS lebih didorong oleh isu-isu 
sumberdaya air, namun kedua isu itu secara regional belum dapat di­
satukan secara utuh untuk mendapatkan batas regional ekosistem sum­
berdaya hayati dan air sebagai dasar pengelolaan sumberdaya alam re­
gional yang berkelanjutan. 

Pengelolaan Sumberdaya Alam Lintas Batas Adrninistrasi 

Kewenangan pengelolaan sumberdaya alam di berbagai bela­
han dunia pada dasarnya hampir sama, yaitu pengelolaan sumber­
daya alam merupakan kewenangan negara yang didelegasikan kepada 
pemerintah negara tersebut. Pembagian kewenangan lebih lanjut di 
dalam suatu pemerintahan ditentukan oleh sistem pemerintahannya, 
dan dasar pembagian kewenangan tersebut lebih didasarkan pada 
petimbangan sejarah dan karakterististk sosio-budaya-ekonomi-politik, 
serta komoditas atau sektor. Jarang atau hampir tidak ada yang di­
dasarkan pada sifat, perilaku dari sumberdaya alam yang dikelolanya. 

Banyak kasus pengelolaan sumberdaya alam yang karena sifat, 
perilakunya memerlukan pengelolaan lintas batas kewenangan pemer­
intahan. Sebagai contoh, air memiliki sifat alami mengalir dari bagian 
atas (hulu) ke bagian bawah (hilir). Bagian paling atasnya sebagian 
besar berada di wilayah pegungungan, dan bagian paling bawahnya 
umumnya di laut, sebagai muara sungai. Wilayah dari bagian paling 
atas sampai bagian paling bawah, umumnya mencakup lebih dari satu 
wilayah kewenangan pemerintahan dalam pengelolaan sumberdaya la­
han. Bagian hilir sebagai penerima dampak segala aktivitas di bagian 
hulu, dan ketika aktivitas di bagian hulu menimbulkan dampak negatif 
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terhadap bagian hilir, sementara bagian hulu dan hilir berada dalam ke­
wenangan wilayah pengelolaan yang berbeda, maka diperlukan pengelolaan 
lintas kewenangan pengelolaan sumberdaya alam utuk dapat mencari 
solusi terbaik pengelolaan sumberdaya alam. Pengelolaan lintas batas 
kewenangan kabupaten, kota pada dasarnya dapat dilalukan melalui 
lembaga pemerintahan di tingkat propinsi, sedangkan lintas batas ke­
wenangan propinsi atau negara dapat dilakukan oleh lembaga khusus 
yang dibentuk oleh pemerintah, atau kesepakatan antar pemerintahan 
propinsi untuk kasus lintas batas kewenangan propinsi. 

Uraian berikut menyampaikan pengalamanAmerika dalam melaku­
kan pengelolaan sumberdaya alam lintas batas kewenangan (inter-state). 

Komisi air dua negara bagian yang dibentuk tahun 1784 di Amerika 
Serikat diyakini merupakan komisi pengelolaan sumberdaya alam, dalam 
hal ini sumberdaya air lintas batas kewenangan pengelolaan yang per­
tama dibentuk, yaitu antara negara bagian Maryland dan Vrrginia (Ernst, 
2005). Kedua negara bagian tersebut sepakat melalui komisi yang diben­
tuk untuk mengkaji potensi Sungai Potomac sebagai rute perdagangan. 

Kurang lebih 100 tahun kemudian sejak pembentukan komisi 
tersebut, John Wesley Powell dalam laporannya Report on the An"d Re­
gion of the United States membuat rekomendasi sebagai yang pertama 
kali merekomendasikan bahwa institusi-institusi seyogyanya dior­
ganisasikan berdasarkan pada wilayah-wilayah hydrographic, bukan 
berdasarkan politik. Dia menyadari bahwa "ada sebuah badan yang 
saling tergantung, dan dalam kesatuan kepentingan dan nilai-nilai 
yang terkumpul dalam satu hydrographic basin" dan semua kepentingan 
dan nilai-nilai tersebut akan merupakan hal yang paling baik apabila 
dilindungi dengan menyatukannya dalam satu wilayah. Philosophy ini 
kemudian diodopsi melalui pembangunan wilayah pengeloaan Daerah 
Aliran Sungai (Ernst, 2005). 

Sebuah lembaga yang sangat terkenal dalam pengelolaan Dae­
rah Aliran Sungai (DAS) adalah Tennessee Valley Authority dan lebih 
umum dikenal sebagai TVA yang dibentuk pada Tahun 1933 oleh Kongres 
Amerika Serikat, merupakan lembaga pertama dan satu-satunya lem­
baga federal AS otonom dalam mengelola sumberdaya alam dalam 
satu DAS, yaitu DAS Tennessee. Pada saat itu AS mengalami depresi 
ekonomi, dan Presiden AS Franklin Roosevelt memerlukan solusi ino­
vatif. Roosvelt memiliki visi kelembagaan TVA yang sangatjauh berbe-
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da. Presiden meminta Kongres untuk membentuk "a corporation clothed 
with the power of government but possessed of the flexibility and initiative of 
a private enterprise" (http:/ /www.tva.com/ abou-ttva/history.htm). Tiga 
orang Badan TVA ditunjuk oleh Pre-siden dan juga diberi kewangan 
sangat luas dalam membuat keputusan (Ernst, 2005). DAS Tennessee 
merupakan DAS ke lima terluas di Amerika, mencakup wilayah seluas 
40,910 mil2 atau ±105.868 km2 (Hutson dkk, 2009). 

Di Eropa, sejarah pengelolaan DAS Rhein merupakan perjala­
nan panjang pengelolaan sumberdaya lintas batas kewenangan negara. 
DAS Rhein mencakup wilayah seluas 195 000 km2 (Wolf, Natharius 
et al. 1999 dalam Raadgever, 2005). Luas itu termasuk DAS Meuse 
(33.000 mi2). DAS Meuse secara topografi lahan termasuk DAS Rhein, 
namun dalam politik Eropa dipisahkan dari DAS Rhein. DAS Rhein 
dan Meuse mencakup 9 negara, namun karena DAS Meuse dipisah­
kan dari DAS Rhein, maka wilayah Sub DAS Meuse, DAS Rhein yang 
mencakup wilayah Liechtenstein, Itali dan Belgia diabaikan, demikian 
juga yang berada di wilayah Austria dan Luxemburg, karena wilayah 
yang tercakup kedalam DAS Rhein sangat sempit. Wilayah negara 
yang tercakup dalam DAS Rhein menjadi hanya Jerman (55% luas 
DAS), Swiss (18%), Perancis (13%) dan Belanda (6%) (Wolf, Natharius 
et al. 1999 dalam Raadgever, 2005). 

Pengelolaan sumberdaya alam di DAS Rhein yang melibatkan 
berbagai negara yang wilayahnya tercakup dalam DAS Rhein dimu­
lai pada Tahun 1815 ketika dibentuknya Komisi Pusat untuk Navigasi 
Sungai Rhein (the Central Commission for the Navigation on the Rhine, 
CCNR). Tujuan pembentukan komisi ini adalah membangun navigasi 
di Sungai Rhein secara bebas. Kesepakatan ini secara formal terban­
gun pada Tahun 1815 melalui Act of Mannheim (Dieperink 1997, da­
lam Raadgever, 2005). Akhir abad 19, Pemerintah Swiss, Jerman, Be­
landa, Luxemburg, dan Perancis membangun perjanjian pembatasan 
perikanan salmon di S. Rhein, namun kemudian berhenti pada Tahun 
1950, karena perikanan salmon di S. Rhein tidak memungkinkan lagi 
(Dieperink 1997, dalam Raadgever, 2005). 

Pada Tahun 1950, Pemerintah Swiss, Jerman, Belanda, Luxem­
burg, dan Perancis memulai dialog yang terstruktur tentang polusi S. 
Rhein, dan pada Tahun 1963 the International Commission for the Protection 
of the Rhine from Pollution (ICPR) secara formal terbangun melalui perjan­
jian Bern (Dieperink 1998 dalam Raadgever, 2005 ). Pada Tahun 1999, 
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konvensi baru tentang Perlindungan S Rhein ditandatangi di Bern oleh 
Pemerintah Swiss, Jerman, Belanda, Luxemburg, dan Perancis dan wakil 
dari Masyarakat Eropa, Para pihak secara formal sepakat untuk mening­
katkan kerjasama dan meneruskan perlindungan terhadap S Rhein yang 
sangat berharga, Konvensi sendiri baru merniliki kekuatan hukum secara 
efektif mulai 1 Januari 2003 (ICPR 2005 dalam Raadgever, 2005). 

Uraian di atas menggambarkan perjalanan panjang yang akhirnya 
dinilai berhasil dalam pengelolaan sumberdaya alam yang terkait dengan 
lebih dari satu lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan 
sumberdaya alam tersebut, namun memiliki kepentingan yang sama. 
Pengalaman banyak negara yang hasilnya sebaliknya juga tidak sedikit. 

Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Lingk:ungan 

Penggunaan satuan-satuan (units) ekosistem, baik itu Ekoregion, Biore­
gion maupun DAS mengacu kepada konsep dan implementasinya adalah 
sama-sama bertujuan untuk mengelola, memanfaatkan sumberdaya alam 
berdasarkan pada pengetahuan menyeluruh (comprehenshipness) dari perilaku 
ekosistem, namun dalam hal tujuan utamanya terdapat perbedaan. Elw­
region dan Bioregion walaupun dalam hal konsep terdapat perbedaan, na­
mun dalam hal implementasi dalam bentuk pemetaan ekoregion dan biore­
gion hampir sama, yaitu dua-duanya lebih menekankan pada kepentingan, 
tujuan konservasi keanekaragaman hayati, sedangkan untuk kepentingan 
konservasi sumberdaya air secara utuh belum tercakup di dalamnya. DAS 
menggunakan konsep aliran air yang berinteraksi dengan komponen sum­
berdaya lainnya dalam DAS, sehingga konsep DAS dalam kebanyakan 
kasus belum cukup memadai untuk mewadahi kepentingan konservasi 
keanekaragaman hayati secara utuh, demikian juga untuk wilayah ktirst. 

Batas batas ekosistem, baik ekoregion, bioregion maupun DAS 
dalam batas kewenangan pemerintahan (jurisdiction boundary) menjadi 
bersifat imaginer, indikatif yang menunjukkan adanya keterkaitan anta­
ra suatu tempat dengan tempat lainnya dalam batas ekosistem atau sub 
ekositem tersebut; dengan demikian satuan ekosistem menjadi lebih 
penting digunakan sebagai instrumen koordinatif antar pihak yang 
memiliki otoritas pengelolaan sumberdaya alam, baik otoritas wilayah 
maupun sektor dalam pembangunan nasional. 

Mengacu pada pengalaman pengelolaan sumberdaya alam lintas 
kewenangan menggunakan DAS sebagai unit pengelolaan, hal terpenting 
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untuk terwujudnya kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam lintas 
kewenangan adalah kesamaan kepentingan yang diikuti komitmen 
kuat antar pihak dalam mewujudkan kepentingan bersama. Visi yang 
jelas, dan leadership yang kuat sebagaimana ditunjukkan oleh Pesiden 
AS, Roosvelt ketika membentuk TV A juga merupakan hal lain yang 
penting untuk dapat mewujudkan. 

Sistem Air sebagai Sub Unit Ekoregion 

Memperhatikan peta ekoregion Indonesia (Olson dkk, 2001) meng­
gunakan konsep ekoregion, hampir keseluruhan atau sebagian be­
sar wilayah pulau, termasuk pulau-pulau besar dihubungkan oleh 
Unit Pemetaan Ekoregion. Sebagai contoh Pulau Jawa dan Madura, 
wilayahnya dari Barat ke Timur dihubungkan oleh Unit Ekoregion Low­
land Montane Forest, dengan demikian unit kewenangan pemerintahan 
(Provinsi, dan/ atau Kabu-paten/Kota) saling terhubung dengan unit 
ekoregion tersebut, namun tidak seluruh wilayah kewenangan pemerin­
tahan ter-sebut merupakan tercakup dalam Unit Ekoregion yang sama. 

Dalam rangka merespon isu-isu keanekaragaman hayati dan 
air, dan menyederhanakan koordinsi yang diperlukan dalam kerangka 
pembangunan regional lintas batas kewenangan berdasarkan pada kon­
sep ekosistem, uraian berikut menyajikan usulan pewilayahan sebagai 
sub wilayah pulau, terutama pulau-pulau besar. Pewilayahan ini diisiti­
lahkan sebagai "hydro-bio regionaf' yang menggabungkan sistem air dan 
sistem hayati dengan memperhatikan ciri cakupan wilayah provinsi teru­
tama di P. Jawa. Sistem air yang dimaksud adalah sistem air tanah (ground­
water system) dan sistem air permukaan (surface-sub-surface water system), se­
dangkan sistem hayati adalah unit ekosistem yang memiliki nilai penting. 

Wilayah pemerintahan di Jawa umumnya mencakup wilayah 
Bagian Utara dan Selatan Pulau Jawa. Secara morfologi pulau, dan 
sistem air permukaan, wilayah propvinsi ini akan terbagi dua wilayah 
pengaliran air permukaan, yaitu yang mengalir ke Utara dan Ke Sela­
tan; namun berdasarkan Sistem Air Tanah dan Ekoregion, kedua bagi­
an wilayah provinsi tersebut dimungkinkan menjadi satu kesatuan sis­
tem ekologi. Sistem Air Tanah dipengaruhi oleh hidrogeologi wilayah, 
sedangkan Sistem Air Permukaan dicirikan oleh morfologi permukaan 
lahan, dan sistem hayati dicirikan oleh nilai-nilai penting konservasi 
ke-anekaragaman hayati. Satuan Sistem Air Tanah di wilayah Indone-
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sia, telah dipetakan dalam bentuk satuan Sistem Cekungan Air Tanah, 
demikian juga Satuan Sistem Air Permukaan yang sudah dikenal luas 
sebagai Daerah Aliran Sungai, Wilayah (Pengaliran) Sungai (WPS), 
dan Satuan Sistem Hayati yang sudah dipetakan adalah peta ekoregion 
WWF (Olson dkk, 2001) atau Wikramanayake dkk (2002). 

Penutup 

Pengelolaan sumberdaya alam berbasis ekosistem, dan sebagai 
konsekuensi logisnya adalah perlunya pengelolaan sumberdaya alam 
lintas kewenangan (transboundary resources management) sebagaimana 
telah ditunjukkan oleh beberapa kasus pengalaman baik yang menggu­
nakan DAS sebagai Satuan Pengelolaan, maupun Ekoregion, Bioregion, 
sebgai kunci keberhasilannya bukan ditentukan oleh kepastian dari 
batas fisik satuan pengelolaan tersebut, namun lebih ditentukan oleh 
terbangunnya kepentingan bersama antar pihak yang berkepentingan 
dan yang memiliki kewenangan, komitmen kuat antar pihak dan dalam 
perlunya kepemimpinan kuat dalam pengelolaan sumberdaya alam un­
tuk memenuhi kebutuhan bersama secara berkelanjutan. 
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